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Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan SEMA Nomor 3 tahun
2015 dalam penjatuhan hukuman pidana atas tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor:3557
K/Pid.Sus/2021 sudah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan
terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap
dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa telah
sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015.

Keywords: Narkotika; Tindak Pidana Narkotika; Pertimbangan Hukum Hakim

Abstract: This article analyzes the suitability of judges' considerations with SEMA Nomor 3 of 2015 in
imposing criminal penalties for narcotics crimes. This study aims to find out whether the judge's legal
considerations in imposing a sentence on Decision Nomor: 3557 K/Pid.Sus/2021 are in accordance with
SEMA Nomor 3 of 2015. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The
legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study
technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies.
Based on the results of the study, it was shown that the basis for legal considerations was that the judge
made a decision in the form of convicting the defendant based on juridical and non-juridical considerations
in accordance with the facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a criminal decision
against the Defendant are in accordance with SEMA Nomor 3 of 2015.
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1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari
bahasa yunani “Narkoun” yang membuat lumpuh atau mati rasa.! Secara Etimologis
narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Nacosis” yang
berarti membius.?

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam
atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau
pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah
mengakibatkan daya khayal/halusinasi  (ganja), serta menimbulkan daya
rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan
(depence). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja
dan cocaine.?

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan
bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Pemberantasan tindak
pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran
gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa
kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu
kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya,
ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh
kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis
kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa
di dunia ini sebagai transnational crime.*

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan
tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi
bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.> Modus operandi tindak pidana
Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan
dilakukan secara terus menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan
yang bersifat kontra produktif.®

Kasus tindak pidana narkotika di Indonesia adalah kasus tindak pidana yang sering
terjadi. Contoh kasus tindak pidana narkotika di Indonesia salah satunya dalam Putusan
Nomor: 3557K/Pid.Sus/2021. Terdakwa tertangkap tangan setelah membeli sabu-sabu

1Sujono dan Daniel Bony, Komentar & Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika,Sinar Grafika, Jakarta,2013,him 2

2 Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003, him 21

3 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,2003, him 35

4 Ahmad Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Hukum ADIL,2017, 8(1), 137-161.

5 Romli Asmamita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997

6 Raja Gukguk dan Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia, 2019, 1(3), 337-351.
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seberat +0,389 gram tepat setelah Terdakwa membeli sabu tersebut dengan temannya,
yang kemudian Terdakwa dilaporkan oleh dua orang saksi kepada pihan yang berwajib.

Dalam memeriksa perkara pidana tersebut dalam pengadilan, Majelis Hakim
mempunyai tugas untuk mencari dan menemukan kebenaran bahwa suatu tindak pidana
yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa dapat
dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.” Michael Zander dalam bukunya yang
berjudul The Law Making Process mengartikan ratio decidendi sebagai suatu proposisi
hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material,
sedangkan Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan pertimbangaan hakim atau ratio
decidendi sebagai faktor-faktor yang sejati/material fact, faktor-faktor yang essensil
untuk mengambil suatu putusan.® Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu
mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis dalam membuat keputusan setelah
diperhadapkan dengan alat bukti.’

Hakim dalam memutus tindak pidana narkotika dalam  Putusan
Nomor:3557K/Pid.Sus/2021 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan sengaja membeli
narkotika jenis sabu dengan temanya secara patungan untuk digunakan oleh diri sendiri
dan hakim menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

Menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana
menyatakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang
diperiksa dan diadili oleh hakim.1° Terdakwa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan
keyakinan hakim.!? Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana mempunyai
3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan (verordeling), putusan bebas (vrijsraak/acquittoi), dan
putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).?

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana narkotika dalam
Putusan Nomor: 3557 K/Pid.Sus/2021 telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 20157

7 Sofia Biloro, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP, Jurnal Lex
Crimen, 2018, 7 (1): 96-103.

8 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1976, him 23

9 Lutfhi Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum Prioris, 2016, 5 (2) 132

10 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1986, him. 74

11 Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi
Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Klaten Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN), Jurnal Verstek 7. No. 2 (2017): 20
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/34285/22538

12 Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Et
Socieatis 7 No. 4 (2019): 59
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2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu
perundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder, meliputi
bukubuku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah
ahli hukum dan para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah
studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Penggunaan metode ini deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang
berupa aturan hukum dan premis minor yang berupa fakta hukum, kemudian dari kedua
premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.?

3. Pembahasan

Dalam kepenulisan artikel ini, peneliti telah melakukan studi Kasus di Mahkamah
Agung terkait dengan Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 3557
K/Pid.Sus/2021 sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

a) Identitas Terdakwa

Nama : Mochammad Lutfi Bin Sugiman

Tempat Lahir : Surabaya

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1980

Jenis Kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :JI. Jemur Wonosari Gg.Buntu No.17-B Rt.05
Rw.09, Kec.Wonocolo Surabaya

Agama slslam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

b) Kasus Posisi
Mochammad Lutfi Bin Sugiman didakwa melakukan tindakan penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 19.30
WIB sewaktu diJl. Raya Prapen Surabaya, terdakwa dan sdr. FERY saling sepakat untuk
membeli narkotika (sabu) dengan patungan uang masing-masing sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa segera berangkat menuju ke
rumah sdr. KHOLIK (Daftar Pencarian Orang) yang berada di JI. Kyai Abdullah Surabaya
untuk membeli narkotika (sabu), hingga terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong
plastik klip berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,389 gram beserta
pembungkusnya dari sd. KHOLIK, selanjutnya terdakwa kembali ke JI. Raya Prapen

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, him.
89-90.
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Surabaya untuk menemui sdr. FERY, pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. FERY
sambil terdakwa duduk diatas motor, selanjutnya datang saksi SURYA HADI SAPUTRO
bersama dengan saksi EDWIN ARDIANSYAH (masing-masing anggota Reskoba Polsek
Tenggilis Mejoyo Surabaya) dengan berbekal informasi yang telah diterima segera
melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan
penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi
narkotika (sabu) dengan berat + 0,389 gram beserta pembungkusnya di dalam saku
celana depan sebelah kanan terdakwa.

Tuntutan Penuntut Umum

1)

Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD LUTFI Bin SUGIMAN telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD LUTFI Bin SUGIMAN
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
Rp 800.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika (sabu)
dengan berat +0,389 gram beserta bungkusnya atau dengan berat netto + 0,070
gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X gold dirampas
untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
2.000,00 (dua rupiah).

Amar Putusan Mahkamah Agung

1)

2)

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MOCHAMMAD
LUTFI bin SUGIMAN tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 141/PID.SUS/2021/PT
SBY., tanggal 25 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 2510/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 5 Januari 2021 mengenai
kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD LUTFI bin SUGIMAN terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika
Golongan | bagi diri sendiri”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan serta perasaan hukum yang merupakan keyakinan hakim untuk
menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
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Pertimbangan-pertimbangan hakim harus berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa,
korban, dan masyarakat.# Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan
dalam Putusan Nomor 3557 K/Pid.Sus/2021menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian
putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti
Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan
hukum memiliki Narkotika Golongan |”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti
dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan
hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan
hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis
dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di
muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat
Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Raya Prapen Surabaya
pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu berat netto seluruhnya 0,7 (nol
koma tujuh) gram dalam kantong kanan celana yang dipakai Terdakwa. Sabu
tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Fery
dari Kholik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan
digunakan bagi dirinya secara bersama-sama dengan Fery, namun belum sempat
menggunakan sabu tersebut Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas
kepolisian;

Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian
tidak sedang menggunakan menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau bersama-
sama dengan orang lain dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau
pemeriksaan urine ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil
pemeriksaan laboratorium urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo,
demikian juga terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun perbuatan materiil Terdakwa
sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum
menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus
menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang
lain;

Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam
musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah
harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang
terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182
Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas

14 Nurhafiah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan

Meringankan Putusan, Kanun Jurnal llImu Hukum, 2015, 17 (2): 344
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ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demipenegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat,
Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu
sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut
Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan Judex Facti beralasan hukum diperbaiki
mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan
kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Maka dari itu terdapat kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan
SEMA Nomor 3 tahun 2015 pada bagian narkotika. Adapun bunyi SEMA Nomor 3 tahun
2015 bagian narkotika adalah sebagai berikut:
“Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa
mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di
persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagaimana
pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka hakim
memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana
minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui
bahwa ratio decidendi Judex Juris ketika memutus tindak pidana narkotika pada Putusan
Nomor 3557 K/Pid.Sus/2021 didasarkan pada tujuan lanjutan dari penguasaan narkotika
jenis sabu seberat +0,389 gram yang akan digunakan Terdakwa Mochammad Lutfi bin
Sugiman untuk dirinya sendiri yang sebenarnya berkesuaian dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang di dalamnya mengatur mengenai
perubahan mengenai kualifikasi tindak pidana yeng sebelumnya Terdakwa didakwakan
Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal tersebut tidak
didakwakan terhadap terdakwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun
2010 yang didalamya mengatur mengenai beratnya gramasi dari penggunaan narokotika
jenis metamphetamine (shabu).

Dengan terbuktinya Terdakwa telah melakuakan tindak pidana narkotika sesuai
dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka majelis hakim
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mochammad Lutfi bin
Sugiman maka hakim menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pertimbangan
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majelis hakim berkesesuaian dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015. Karena dalam surat
dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 tahun 2009 melainkan hanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 padahal fakta yang terungkap di muka siding perbuatan Terdakwa hanya
memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
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